
 
Pasal 28 

 
(1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai 

agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang 
pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian 
yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 
dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:  
a. Kompetensi pedagogik; 
b. Kompetensi kepribadian; 
c. Kompetensi profesional; dan 
d. Kompetensi sosial. 

 
 
 

Pasal 39 
 

(1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas 
satuan pendidikan. 

(2) Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi: 
a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun 

atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada 
jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang 
diawasi; 

b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas 
satuan pendidikan; 

c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan. 
(3) Kriteria pengawas suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

 
Pasal 40  

 
(1) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik 

satuan pendidikan. 
(2) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:  

a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di 
lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-
kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan 
pendidikan formal; 



b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 
pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku; 

c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan 
d. lulus seleksi sebagai penilik. 

(3) Kriteria penilik suatu satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan 
pada ayat (1) dan ayat (2) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan 
dengan Peraturan Menteri. 

Pasal 55 
 

Pengawasan satuan pendidikan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, 
pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. 

 
Pasal 63 

 
(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

terdiri atas:  
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;  
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 
c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 

(2) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas: 
a. penilaian hasil belajar oleh pendidik; dan 
b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. 

 
Kelulusan 

 
Pasal 72 

 
(1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah setelah:  
a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 
b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak 
mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 
kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok 
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;  

c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 
pengetahuan dan teknologi; dan 

d. lulus Ujian Nasional. 
(2) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh 

satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang 
dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan 
nasional mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan 



kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan 
dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga 
negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan 
setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 
secara optimal. 
 
 
Pasal 28 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan pendidik pada ketentuan ini adalah 
tenaga kependidikan yang berkualifikasi dan berkompetensi 
sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, 
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 
yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi 
dalam menyelenggarakan pendidikan. 
Yang dimaksud dengan pendidik sebagai agen 
pembelajaran (learning agent) pada ketentuan ini adalah 
peran pendidik antara lain sebagai fasilitator, motivator, 
pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (3) 
Butir a:  

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah 
kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 
dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 
berbagai potensi yang dimilikinya.  

Butir b:  

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, 
dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan  
berakhlak mulia. 

Butir c:  

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 
adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 
secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi 
yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.  

Butir d:  



Yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah 
kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 
didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali 
peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

 


